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PUTUSAN
Nomor 0135/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara cerai talak
dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dibawabh ini terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (EO), tempat
tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON ASLlumur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKN PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon yang telah

didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama
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Kabupaten Madiun tanggal 28 Januari 2015 dengan Nomor : 0135/Pdt.G/2015/
PA.Kab.Mn. yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 07 Juli 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Dolopo sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
249/19/V11/2006 tanggal 26 Januari 2015 dari KUA Dolopo Kutipan Akta Nikah
Nomor: 249/19/V11/2006 tanggal 07 Juli 2006.

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah berjalan selama 8 tahun 6 bulan, setelah menikah Pemohon
dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua
Pemohon hingga September 2008 ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang
anak, yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , umur 8 tahun,
ikut Pemohon.

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 mulai goyah akibat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut
disebabkan,Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh
Pemohon terhadap Termohon sebesar Rp.750.000 per bulan, penghasilan
sebesar itu menurut Termohon belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup
rumah tangga.

5. Bahwa sejak September 2008 Termohon pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah
rumah hingga sekarang selama 6 tahun 4 bulan, berdasarkan surat keterangan
ghoib Nomor: 19/402.412.16/2015 tanggal 27 Januari 2015
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6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan
Termohon baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya,
namun hingga sekarang tidak diketemukan.

7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi
dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan
Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah
tangga Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara
ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan,
Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan

kepada orang lain sebagai kuasanya.

Bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,

Nomor 0135/Pdt.G/2015/Pengadilan Agama.Kab.Mn., tanggal 3 Februari 2015
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yang oleh majelis dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara
resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak

datangan Pemohon tersebut disebabkan satu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang
tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya

permohoman Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang
No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Pemohon .

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
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2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya
yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015
Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami
Drs. Hasbi, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah dan
Drs. Ahmad Ashuri sebagai hakim-hakim anggota, yang dibacakan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim
anggota, dibantu oleh Mashuri, S.Ag , sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, MH
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Dra. Hj. Faidhiyatul Indah Drs. Ahmad Ashuri
Panitera Pengganti,
Mashuri, S.Ag
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Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
- Biaya proses :Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan :Rp. 250.000,-
- Redaksi :Rp. 5.000,-

- Meterai :Rp. 6.000,-
Jumlah :Rp. 341.000,-
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